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BAB I 

---PENDAIRJLUAN 
/ 

7(: pfJnJJJJ·.uJ.-wr:> --- .------'----- -

1.1 Latar Belakang Permasalahan 

Tanggal I Juni 1983, kiranya dapat dijadikan titik awal 

dimulainya era deregulasi 1 di bidang perbankan di Indonesia. Disebut 

demikian, karena sejak tanggal tersebut kepada Bank-bank Umum dan 

Bank Pembangunan diberi kebebasan antara lain untuk menentukan 

sendiri besarnya tingkat suku bunga Deposito Berjangka. 

Sebelum tahun 1983 , penentuan tingkat suku bunga 

simpanan di bank ditetapkan oleh Bank Indonesia (BI). Dari waktu ke 

waktu, BI dapat menginstruksikan Bank-bank Umum dan Bank 

Pembangunan, untuk menaikkan atau pun menurunkan tingkat suku 

bunga simpanan. Tindakan ini dikenal sebagai Politik Diskonto2
• 

Deregulasi berarti mengurangi kendali dalam berbagai aturan di duma perbankan. 
Dalam sistem perbankan di duma pun kecendrungan untuk melakukan deregulasi 
mulai terlihat, antara lain: (I) liberalisasi dalam penentuan tingkat suku bunga; (2) 
pengurangan otoritas dari pihak luar; (3) pengurangan beban~beban bank sebagai 
alat menjalankan program sosial pemerintah; (4) pembatasan-pembatasan 
geografis. (Iihat : Itzhak Swary and Borry Toff: Global Financial Deregulation). 

2 Baca pula O.P Simorangkir, Seluk Beluk Bank Komersial. Jakarta: Akademi 
Akuntansi & Perbanas, 1983. Hal. 12. 
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Penentuan kewenangan bank untuk menentukan sendiri 

besarnya tingkat suku bunga deposito, setelah I Juni 1983 itu, tertuang 

dalam Surat Keputusan Direksi Bank Indonesia NO. 16/7/Kep/Dir 

tanggal 1 Juni 1983 tentang Deposito Berjangka pada Bank-Bank 

Umum Pemerintah dan Bank Pembangunan Indonesia. 

Dalam Pasal 1 dijelaskan sebagai berikut : "Dengan tidak 

mengurangi ketentuan dalam pasal 2 surat keputusan ini, Bank-Bank 

Umum Pemerintah dan Pembangunan Indonesia menerima deposito 

berjangka dengan jangka waktu, suku bunga dan persyararan

persyaratan lainnya yang ditetapkan sendiri oleh masing-masing Bank 

yang bersangkutan". 

Selanjutnya dalam Pasal 2 disebutkan: 1. Bank-bank 

Umum Pemerintah dan Bank Pembangunan Indonesia menerima 

deposito berjangka 24 bulan dengan suku bunga sekurang-kurangnya 12 

% (dua belas persen setahun); 2. Untuk semua deposito berjangka 

yang ditempatkan dalam Bank-Bank Umum Pemeritah dan Bank 

Pembangunan Indonesia kepada deposan diberikan pilihan 

memperpanJang deposito secara otomatis dengan suku bunga yang 

berJaku pada saat perpaqjangan tersebut dilakukan. 

Ada pun Jatar belakang dikeluarkannya SK Direksi BI 

tersebut, dapat diketahui dari dasar pertimbangan munculnya Surat 

Keputusan Direksi BI tersebut yakni, BI ingin memberi keleluasaan 

kepada Bank-Bank Umum Pemerintah dan Bank Pembangunan 

Indonesia, untuk menarik dana dari masyarakat. Sebagaimana 
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diketahui, dana di masyarakat cukup potensial, namun belum 

diberdayakan secara optimal oleh lembaga perbankan. Untuk itu, 

kepada lembaga perbankan perlu diberikan lebih banyak kebebasan 

dalam menetapkan sendiri ketentuan-ketentuan mengenai sirnpanan di 

bank seperti halnya, deposito berjangka. 

Sebagai kelanjutan dari kebijaksanan ini, pemerintah telah 

mengeluarkan lagi serangkaian tindakan deregulasi di bidang perbankan 

setelah itu, antara lain dengan dikeluarkannya paket 27 Oktober 1988 

tentang Kebijaksanaan Keuangan, Moneter dan Perbankan. Ada pun 

sasaran yang ingin dicapai dengan dikeluarkannya serangkaian 

kebija~sanaan tersebut adalah juga untuk meningkatkan pengerahan 

dana di masyarakat. Upaya untuk menggali potensi dana di masyarakat, 

pemerintah memberi kemudahan kepada bank untuk membuka kantor 

cabang. Di samping itu, diberi pula kesempatan untuk mendirikan bank 

baru3
• 

Apa yang terjadi setelah adanya deregulasi di bidang 

perbankan? Kenyataan menunjukkan, bahwa pertumbuhan pengerahan 

dana masyarakat oleh dunia usaha perbankan, berkembang demikian 

pesat merambah ke seluruh sektor kehidupan masyarakat. Sebagai 

contoh dapat. dikemukakan di sini, misalnya untuk pembayaran 

rekening listrik, pembayaran langganan telepon, pembayaran gaji 

pegawai dapat dilakukan dengan menggunakan layanan jasa perbankan. 

3 Lihat Pokok-pokok Paket Kebijaksanaan di Bidang Keuangan, Moneter dan 
Perbankan dalam Paket 27 Oktober 1988. (Jakarta: CV Jariangan, 1988), hal. 1. 
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Layanan jasa perbankan 1m dapat digunakan oleh 

masyarakat, tentunya dengan membuka rekening lebih dahulu di bank 

yang bersangkutan. Untuk itu, bank pun mengeluarkan berbagai jenis 

rekening yang dapat dimanfaatkan oleh masyarakat. 

Setelah dibukanya kesempatan untuk membuka cabang

cabang bank dan bahkan pendirian bank baru, maka tata kerja bank 

pun turut berubah pula. Bukan bank yang menanti nasabah, tetapi 

banklah yang berusaha mencari nasabah. Oampak positif yang dapat 

dilihat, dengan hadirnya lembaga perbankan di pusat-pusat bisnis, 

masyarakat yang tidak bergerak dalam dunia bisnis pun mulai 

memanfaatkan jasa perbankan dalam aktivitas sehari-hari, misalnya 

menabung uang di bank. Kegiatan menabung ini semakin menarik lagi 

bagi masyarakat, karena tingkat suku bunga yang ditawarkan oleh 

bank cukup menarik minat masyarakat untuk menabung uangnya di 

bank. Bahkan tingkat bunga yang menarik itu disertai pula dengan 

undian berhadiah yang cukup menarik. 

Melihat adanya potensi dana di masyarakat yang belum 

tersentuh oleh dunia perbankan selama ini, dengan dibukanya 

kesempatan mendirikan bank baru, peluang ini pun dimanfaatkan oleh 

kalangan pengusaha yang mempunyai naluri bisnis yang cukup tinggi 

untuk mendirikan bank. Akibatnya adalah penyebaran kahtor-kantor 

bank, hanya berpusat di daerah-daerah yang dianggap mempunyai 

potensi untuk menarik dana masyarakat. 
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